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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan karunia-Nya,

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW
yang telah memberikan kita suri tauladan dan telah mengubah pola hidup umat manusia
dari zaman Jahiliah ke zaman Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga

sampailah kita di abad modern seperti saat ini.

lImu pengetahuan telah membawa perubahan disetiap lini dan sendi kehidupan,
tidak terkecuali instansi pemerintah khususnya Badan Peradilan Agama yang terus
berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan serta penguatan sumber daya manusia,
hal ini tercermin dari program unggulan yang telah ditetapkan sebagai landasan

organisasi di bawahnya untuk bekerja sesuai dengan standar dan target.

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang merupakan salah satu satuan kerja di
bawah Badan Peradilan Agama dan berkoordinasi dengan Mahkamah Syar’iyah Aceh
terus bersinergi untuk mewujutkan program tersebut dengan terus meningkatkan kinerja

dan pelayanan bagi masyarakat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini merupakan langkah awal Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumaweuntuk mengejar target capaian tahunan berdasarkan pada data capaian
pada tahun sebelumnya dalam upaya peningkatan yang meliputi sasaran organisasi,
peningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dengan tujuan tercapainya

program unggulan nasional di bawah Badan Peradila Agama dan Mahkamah Agung.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini, Mahkamah Syar’'iyah Lhokseumawe
berpedoman pada DIPA No. 005.01.2.401664/2025 dan DIPA No. 005.04.2.401665/2025
tanggal 02 Desember 2025.




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
No.49/KMS.W1-A5/RA1.10/1/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEDI SUPARMAN

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ZULKIFLI YUS

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 6 Januari 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

Mahkamah Syar’iyah




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
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| Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dal

juan 1;

dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara dan
Berkeadilan
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian perkara (perdata 98%
peradilan yang agama) secara tepat waktu

efektif, transparan, Rumus/Kamus Indikator

akuntabel, Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

FESpouSif dan 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan 95%

modern putusan tepat waktu oleh pengadilan
tingkat pertama kepada para pihak
Rumus/Kamus Indikator

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan 85%
petikan/amar putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak
Rumus/Kamus Indikator

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

1.4 Persentase pengiriman salinan putusan 90%
perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan
PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju
kepada para pihak
Rumus/Kamus Indikator

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101 /SEK/SK.RAL3/X/2025

1.5 Persentase putusan pengadilan yang 90%

diunggah pada direktori putusan




Kamus Indik

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

1.6

Persentase penyelesaian permohonan
eksekusi putusan perdata agama

Rumus/Kamus Indikator

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X /2025

90%

1.7

Persentase perkara perdata agama tingkat

pertama yang menggunakan e-Court

Rumus/Kamus Indikator

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X /2025

100%

1.8

Persentase perkara  jinayat  yang
dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Rumus/Kam i r

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

90%

19

Persentase layanan perkara jinayat yang
diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

R ndikator

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3 /X /2025

90%

1.10Persentase = perkara  yang  berhasil

diselesaikan melalui mediasi

Rumus/K: ndikator
Mengacu Keputusan Direkwr jenderal Badan peradilan
Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTL6/X1/2025

10%

Meningkatnya
tingkat keyakinan
dan kepercayaan
publik

2.1

Indeks kepuasan penggunaan layanan
pengadilan berdasarkan standar layanan

yang ditetapkan

Kamus Indi

Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

3.8

Tujuan 2 :

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Mandiri dalam

Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara

wn




dan Berkeadilan

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan
Transparan

Profesional

yang

dan

3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil 80%
Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025

3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan 96%
anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
DIPA (01)
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL.3/X/2025

3.3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan 90%
anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
DIPA (04)
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL.3/X/2025

3.4 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 80%
(01)
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL.3/X/2025

3.5 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 80%
(04)
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL.3/X/2025

3.6 Nilai indikator pengelolaan asset (IPA) 3.2

satuan kerja pengadilan

Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
27101/SEK/SK.RAL3/X/2025




INDIKATOR KINERJA LAINNYA

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri Pelayanan

Tujuan 2 :
dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara dan
Berkeadilan
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian perkara jinayat 90%
peradilan yang secara tepat waktu
efektif, transparan, Rumus/Kamus Indikator
akuntabel, Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan
. Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTL6/X1/2025
responsif dan -
1.2 Persentase permohonan pembebasan biaya 98%
modern - ;
perkara di lingkungan Peradilan Agama
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan
Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTL.6/X1/2025
1.3 Persentase perkara sidang diluar gedung di 98%
lingkungan Peradilan Agama
Rumus/Kamus Indikator
Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan
Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTL.6/X1/2025
2. | Meningkatnya 2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di 100%
tingkat keyakinan lingkungan Peradilan Agama
dan  kepercayaan Rumus/Kamus Indikator
publik Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan
Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTL6/X1/2025

Kegiatan Anggaran

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Rp. 3.994.201.000,-
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 135.000.000,-
Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 109.377.000,-



Lhokseumawe, 6 Januari 2026
Pihak Pertama

et Mahkamah Syar’iyah
cSéuiawe
o\\




